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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

rahmat dan tuntunanNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Akhir Tahun 

Anggaran 2022 dengan baik untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri 

melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur. Hal ini menjadi sebuah kewajiban dari setiap 

Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berdasarkan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada 

Pemerintah Pusat.  

Disamping itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun 

untuk melaksanakan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib 

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta 

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang  

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur patut mengucapkan terima kasih 

kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur atas kesediaan 

untuk mengevaluasi serta memberikan usul/saran dalam rangka meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 

berikutnya. 

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur juga ingin  menyampaikan 

permohonan maaf yang sebesar-besarnya,  apabila laporan yang kami sajikan  ini 

kurang sesuai atau belum memenuhi  harapan,  baik menyangkut penyajian data dan 

penjelasan maupun teknik penyusunannya.  

Semoga Tuhan selalu membimbing perjalanan hidup dan karya kita selanjutnya. 
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